SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sanggau Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.

Bupati adalah Bupati Sanggau.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sanggau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan
pejabat/pelaksana yang diserahkan kewenangan oleh
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
untuk melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah
Daerah.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Adalah proses
terpadu untuk mengumpulkan, mencatat, meringkas, dan
melaporkan informasi keuangan suatu entitas atau
organisasi.

Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki atau
dikuasai oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari aset
bergerak dan tidak bergerak.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
oleh Pemerintah Daerah, atau kewajiban lain yang dapat
dinilai dengan uang, berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau sebab yang sah lainnya.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau
unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah
yang menerapkan sistem fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan untuk memberikan pelayanan publik berupa
penyediaan  barang dan/atau jasa yang tidak
mengutamakan keuntungan.

Informasi Keuangan Daerah Adalah segala data yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang
telah diadministrasikan, didokumentasikan, dan diolah
menjadi informasi berguna untuk pengambilan keputusan
dan penyampaian kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(1)

(2)

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Pengelola Keuangan Daerah;

APBD;

penyusunan rancangan APBD;

penetapan APBD;

pelaksanaan dan penatausahaan;

laporan realisasi semester pertama APBD dan
perubahan APBD;

Akuntansi Dan Pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah;

h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;

BLUD;

. penyelesaian kerugian Daerah;

1. Informasi Keuangan Daerah; dan

m. pembinaan dan pengawasan.

Ketentuan mengenai Sistem Dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Mo 0o o

0

i.
5
k



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd

ASWIN KHATIB
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

r. MARINA RDNA-SH,
Pembina TingkAt I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002




